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PUTUSAN
Nomor 2377/Pdt.G/2022/PA.MIlg

e\t y
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batu, yang
dalam perkara ini berdomisili di Kota Batu, selanjutnya disebut

sebagai "Penggugat",
Melawan:

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal Kota Batu (Rumah Bapak Andik
Parabola selanjutnya sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember
2022 telah mengajukan gugatan cerai dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2377/Pdt.G/2022/PA.Mlg. tanggal 01

Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Batu pada tanggal 06
Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ... yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, tanggal

06 Maret 2021,
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2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal
di rumah kediaman Tergugat di Kota Batu selama 1 tahun 5 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan
sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) namun belum dikaruniai
keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun
dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2022 ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik yakni Penggugat dan
Tergugat seringkali bertengkar dikarenakan hal-hal kecil sehingga hal
tersebut menjadi permasalahan yang besar namun tidak ada solusi untuk
permasalahan tersebut, oleh karena pertengkaran yang seringkali terjadi
tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dilanjutkan
lagi;

5. Bahwa puncak dari perselisihnan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan
Agustustahun 2022, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat
dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua
Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat
dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan
selama itu Penggugat dan Tergugat masih mengadakan komunikasi, dan
Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan tanpa nafkah batin kepada
Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya
Penggugatberkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup
berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha
untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan

Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena
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kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud

sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan
cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;
SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim
mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui Mediasi oleh
seorang Mediator bernama Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H., yang ditunjuk
oleh Ketua Majelis untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan
upaya Mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, maka dibacakanlah gugatan
Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil-
dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan
Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi sebagai
berikut:
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A. BUKTISURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat PENGGUGAT NIK
.......................... , tanggal 01-10-2022, bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : ................ , Tanggal 06 Maret
2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu,
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. SAKSI-SAKSI :

Saksi | : SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

buruh tani, bertempat tinggal di Kota Batu, di hadapan persidangan saksi telah

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
saudara sepupu Tergugat;

- Bahwasaksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri sah;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini adalah
untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Ngaglik,
Kecamatan Batu Kota Batu selama 1 tahun 5 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum
dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi
perselisahan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat memiliki komunikasi yang kurang
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baik dengan Penggugat, pertengkaran disebabkan hal-hal kecil dan menjadi
permasalahan yang besar;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pada bulan Agustus tahun 2022,
Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang
pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
selama 3 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat masih
mengadakan komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi Il : SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batu, dihadapan persidangan saksi

telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah
saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami
istri sah;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini adalah
untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Ngaglik,
Kecamatan Batu Kota Batu selama 1 tahun 5 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum
dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui, semula rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi
perselisahan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat memiliki komunikasi yang kurang
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baik dengan Penggugat, pertengkaran disebabkan hal-hal kecil dan menjadi

permasalahan yang besar;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pada bulan Agustus tahun 2022,
Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang
pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah
selama 3 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat masih
mengadakan komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat
untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan
mengajukan alat bukti berupa apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah
mencukupkan bukti-buktinya dan masing-masing telah memberikan kesimpulan
secara lisan pada persidangan tanggal 19 Desember 2022, yang pada pokoknya
Penggugat tetap pada pendiriannya dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai
dengan Pengugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua
hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
menasehati Penggugat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai
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PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan bantuan mediator Dra. JUNDIANI,
S.H.,M.Hum. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 06 Maret 2021, dan ikatan perkawinan tersebut tidak
pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal
standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar
Tergugat menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra terhadap Penggugat dengan
alasan bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang
disebabkan Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik dengan Penggugat,
pertengkaran disebabkan hal-hal kecil dan menjadi permasalahan yang besar;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan
Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam
perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah
tangga Pengggatdan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan,
telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta
penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh
Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR. kepada Penggugat dan Tergugat diberi
kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan
pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di dalam

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Mejelis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Penggugat
dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan bertempat
tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang
sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang
memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah,
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,
maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian
yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan
Tergugat terbukti sebagai suami istri sah ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat masing-masing bernama : SAKSI I, dan SAKSI Il, dimana keduanya
menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya,
serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi
telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut
merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat
tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan
pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang
lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172
HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan
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demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan
materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada

Tergugat untuk mengajukan alat-alatbukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak

akan mengajukan alat bukti apapun, dengan demikian Majelis Hakim menilai

bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya, dan dianggap telah membenarkan
semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat,
serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat maka telah dapat
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di
Kota Batu pada tanggal 06 Maret 2021, yang telah dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu;

2. Bahwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan
pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat memiliki komunikasi yang
kurang baik dengan Penggugat, pertengkaran disebabkan hal-hal kecil dan
menjadi permasalahan yang besar;

4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah
selama 3 bulan, Penggugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan pergi
ke rumah orang tuanya;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai agar
dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan
Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan
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perceraian yaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara
suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak
maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang
telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
Tergugat memiliki komunikasi yang kurang baik dengan Penggugat, pertengkaran
disebabkan hal-hal kecil dan menjadi permasalahan yang besar, sehingga unsur
pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan
dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
pisah rumah selama 3 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua
belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan
demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan
sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa

Majelis Hakim juga telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai
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PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebuttidak berhasil, dengan demikian
maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997
yang absrataksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan
dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan
cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan
tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah
tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan
oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua
belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam
Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalag, yang diambil menjadi
pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan ‘“Islam memilih lembaga
talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak
harmonis dan tidak bermanfaatlagi nasihat perdamaian dan hubungan suamiisteri
sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti
menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal
itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat
keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta
persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali
hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, maka hal ini telah membuktikan
lepasnyaikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai
suami isteri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami isteri akan tetapi

perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan
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sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut
pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan
perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah
dan rahmah seperti ketentuan Syari’at Islam sebagaimanatertuang dalam Pasal 2
Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis
Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
serta dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim telah
mengupayakan perdamaian dengan maksimal akan tetapi Penggugat tetap pada
pendiriannya untuk bercerai Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat
perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat
dikategorikan perselisihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
yang terkandung dalam:

1. Kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum di dalam Kitab Ghayatul Maram
Li Syarhil Majdi, yang berbunyi sebagai berikut :
Aalla il agle (3l lea 533 A5 30 At 5 ane S0E1 13
Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak,
maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;
2. Kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fighus Sunnah Il halaman
291, yang berbunyi:

L@Jjﬁugiﬁa\C,#SJM!eUamgMYLqLHGJJS\JUM24351\ &) 1)

P Jas g ypdall i) Ay Ak p2lal Lghthy Ml g (50 ol el ¢

Lagn 3y
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Artinya : “Apabila isteri menggugat kemadlaratan suami karena tidak dapat
melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh
meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka
Hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan Talak Ba’in, apabila terbukti
kemadharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah
terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan
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dengan 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami KETUA MAJELIS sebagai
Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ttd Tid
HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGGANTI.
PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan Rp. 700.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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